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P U T U S A N

Nomor 384/Pdt.G/2015/PA.Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, 

tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang buah, tempat 

tinggal di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 

Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor  

384/Pdt.G/2015/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat  

melangsungkan pernikahan,  sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah 

Nomor -2010 tanggal 13 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
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2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat  dengan Tergugat  telah 

hidup sebagaimana layaknya suami dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, 

bernama : ANAK (perempuan), umur 4 tahun;

3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga sebenarnya sudah mulai terjadi 

sejak dari awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat 

perselisihan dan percekcokan disebabkan karena :

a. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun 

2013;

b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;

c. Sering berkata kasar dan tidak mau mendengarkan perkataan serta 

nasehat Penggugat;

d. Tergugat suka berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;

e. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan 

senjata tajam;

f. Tergugat tidak mau menghormati dan menghargai orang tua 

Penggugat dan Tergugat pun sering berkata kasar pada orang tua 

Penggugat;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 07 Juni 

2015, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat 

pertengkaran yang dikarenakan Tergugat yang tiba-tiba marah terhadap 

Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas. Kemudian Tergugat 

mengusir Penggugat keluar dari rumah. Penggugat dan Tergugat telah 

berpisah sampai sekarang kurang lebih 4 hari lamanya;
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5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah 

tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat kasar dan 

perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

      Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat   ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan  yang 

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  

Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun 

menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah 

dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu 

bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 

bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui 

proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan 

tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka 

proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;
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Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat 

agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha 

tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat;     

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar 

tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A. Surat.

• Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2010, tanggal 13 Juli 2010 yang 

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan  Palu Barat Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai 

aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Tanah, 

tempat tinggal di Kota Palu, setelah bersumpah lalu memberikan 

keterangan sebagai berikut :

• Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat, karena saksi adalah 

bapak kandung Penggugat; 

• Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;

•  Bahwa Penggugat dan  Tergugat adalah pasangan suami isteri 

sah, menikah pada tahun 2010;

• Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

saksi; 
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• Bahwa Penggugat dan  Tergugat selama membina rumah tangga  

telah  dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;

• Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan  

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sejak 1 

(satu) minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat 

sering berselisih dan bertengkar terus menerus dan puncak 

perselisihan terjadi pada awal bulan Juni 2015;

• Bahwa penyebabnya adalah Tergugat emosional, sering berkata 

kasar, sering mengancam Penggugat dengan menggunakan 

parang dan jika Tergugat marah sering merusak barang-barang 

dengan menggunakan parang, Tergugat juga pernah memukul 

Penggugat, serta Tergugat tidak menghargai saksi sebagai 

mertua, selain itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada 

Penggugat sejak tahun 2013;

• Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering 

berselisih dan bertengkar;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 

tanggal 07 Juni 2015 atau telah berlangsung selama kurang lebih 

1 (satu) bulan lamanya;

• Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan  Tergugat, 

tapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah 

Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, setelah bersumpah lalu 

memberikan keterangan sebagai berikut :
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• Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat, karena saksi adalah 

saudara sepupu dengan Penggugat;

•  Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat sebagai suami dari 

Penggugat;

•  Bahwa Penggugat dan  Tergugat  adalah suami isteri sah, 

menikah pada tahun 2010;

• Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di 

rumah orang tua Penggugat membina rumah tangganya;

•  Bahwa Penggugat dan Tergugat   telah  dikaruniai 1 (satu) orang 

anak bernama ANAK;

•  Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan  Tergugat hidup 

rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung selama kurang 

lebih  1 (satu) minggu karena setelah itu  antara Penggugat dan 

Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dan 

puncak perselisihan terjadi pada bulan awal bulan Juni 2015; 

• Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka melakukan tindak 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu sering berkata 

kasar,  sering mengancam dan menyakiti Penggugat, dan 

Tergugat suka merusak barang-barang dalam rumah dengan 

menggunakan parang; 

• Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering berkunjung ke 

rumah Penggugat dan saksi melihat banyak bekas tebasan 

parang pada barang-barang dalam rumah Penggugat; 
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• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 

tanggal 07 Juni 2015 atau telah berlangsung selama kurang lebih 

1 (satu) bulan lamanya;

• Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, 

tapi tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada 

pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya  untuk mempersingkat  uraian putusan ini segala 

sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/

kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus 

diperiksa dan dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 
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sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa posita angka 1, Penggugat telah mendalilkan bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 13 

Juli 2010 dan telah hidup membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) 

orang anak. oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih 

dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya yang terkait dengan 

perkawinannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti  tertulis  dan 

saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan 

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Palu Barat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat 

dengan Tergugat,  sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan 

materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti 

telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai,  

sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa posita angka 3 s/d 5 Penggugat telah mendalilkan 

yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis 

dan bahagia dalam membina rumah tangganya lagi, disebabkan adanya 

perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangga, 
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oleh karena Tergugat sering melakukan KDRT dalam rumah tangga dengan 

melakukan pengacaman serta tidak menghargai keluarga pihak Penggugat;

• Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk mempertahankan 

perkawinannya dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan 

keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi 

(--) dalam hal ini adalah orang tua kandung dan keluarga dekat Penggugat dan 

telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi 

sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, 

mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang 

dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, 

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil 

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, 

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat  tersebut 

telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu 

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi 

Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan 

perkawinan telah hidup rukun dalam membina rumah tangganya 

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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• Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga 

sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena sifat 

Tergugat yang tempramen dan sering melakukan KDRT, sehingga 

keduanya telah pisah kediaman bersama sekarang ini;

Menimbang, bahwa  dengan adanya  fakta-fakta tersebut telah 

merupakan  bukti bahwa rumah tangga  antara Penggugat dengan Tergugat 

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk 

ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara 

Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah 

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud  Pasal 19 huruf (f)  

Peraturan Pemerintah  Nomor 9 tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat 

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika 

Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah 

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi 

dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan 

rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara 

tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka 

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa 

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik 

dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi 
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perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi 

selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta 

keduanya telah pisah kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara 

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang 

harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, 

hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/

Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara 

Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta 

bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak 

mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa 

adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat 

telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi 

sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar’i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut : 

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى 
طلقة

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim 

dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.  

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-

dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat 

diterima dan dikabulkan;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama 

harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi 

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah 

tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat 

putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra  Tergugat  terhadap  Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera  Pengadilan Agama Palu untuk 

mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota 

Palu, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama 
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Kecamatan -, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor 

Urusan Agama  Kecamatan -, Kota Palu,  untuk dicatat dalam daftar yang 

disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- 

(tiga ratus enam belas ribu  rupiah);

 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Palu,  pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H. Oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., 

M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua 

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri 

oleh para Hakim Anggota serta Hj. Agustina Petta Nasse, S.H, M.H. sebagai 

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota                                     Ketua Majelis

ttd ttd

     Dra. Nurhayati          Drs.Abd.Pakih,SH.,MH.                     

Hakim Anggota                             

                   ttd

    Drs. H. Kaso                            
                               Panitera Pengganti

                                                                                       ttd
                                                       

                Hj. Agustina Petta Nasse, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :
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1. Pendaftaran Rp.    30.000,-

2. ATK Rp.    50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.  225.000,-

4. Redaksi Rp.      5.000,-

5.

Meterai Rp.      6.000,-
     Jumlah                        Rp.  316.000,-

     (Tiga ratus enam belas ribu  rupiah);
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